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PERATURAN  DAERAH  PROPINSI  SULAWESI  TENGAH 

NOMOR  : 05 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
PROPINSI SULAWESI TENGAH 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
GUBERNUR  SULAWESI  TENGAH, 

 
 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-
undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi 
Sulawesi Tengah. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1964 tentang  Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 
I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 
Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964  Nomor 7 ) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2687); 

 
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang   

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

 
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang bersih dan Bebas kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)  

 
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  
 5. Undang-undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

  
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4023); 

 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pengembalian 

Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif 
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4405); 

 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 

 
 17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi 


